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BUPATI  BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  

 
PERATURAN BUPATI BATANG  

NOMOR 48 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG 

NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BATANG,  

Menimbang : a.  bahwa  dengan  adanya  rasionalisasi dan realokasi anggaran 

untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta 

penyesuaian pagu dan petunjuk teknis Dana Bantuan Operasional 

Sekolah dan Dana Alokasi Khusus, maka  Peraturan   Bupati   

Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 

Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 67 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 perlu diubah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran  

Negara    Republik   Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah  

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 6516); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun  1988 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3381); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
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Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6178); 



PERATURAN Perbup Pene 17-Oct-13LP W-EsgIe 4 

 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 155); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 

dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 655); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 249); 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 

2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 

2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678); 

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang  Petunjuk Teknis 

Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 364); 

31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata 

Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan 

Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun 

Anggaran 2020; 
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Batang Tahun 2019 Nomor 14); 

34. Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang 

Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 

67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita 

Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 39); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020.  

 

Pasal  I 

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun         

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 67) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang 

Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang 

Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 

2020 Nomor 39) diubah sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun  Anggaran 2020 

berjumlah Rp 1.691.572.278.771,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan    

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp 218.685.773.771,00 

  semula Rp     246.398.162.977,00   

  berkurang Rp       27.712.389.206,00   

 b. Dana Perimbangan Rp 1.020.839.218.000,00 

  semula Rp  1.142.714.564.000,00   

  berkurang Rp     121.875.346.000,00   

 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 452.047.287.000,00 

  semula Rp     451.504.699.000,00   

  bertambah Rp            542.588.000,00   

 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1.691.572.278.771,00 
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2. Belanja   

 a. Belanja Tidak Langsung   

  1) Belanja Pegawai Rp 682.227.288.072,00 

  semula Rp    738.806.641.383,00    

  berkurang Rp      56.579.353.311,00   

  2) Belanja Hibah Rp 66.945.015.000,00 

  semula Rp      71.380.315.000,00    

  berkurang Rp       4.435.300.000,00   

  3) Belanja Bantuan Sosial Rp 20.314.675.000,00 

  semula Rp      30.019.350.000,00    

  berkurang Rp        9.704.675.000,00   

  4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ 
Kota dan Pemerintah Desa 

 
Rp 

 
9.262.497.000,00 

  5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ 
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 

 
Rp 

 
301.730.899.264,00 

  semula Rp    311.867.577.264,00   

  berkurang Rp      10.136.678.000,00   

  6) Belanja Tidak Terduga Rp 56.347.575.386,00 
  semula Rp        2.000.000.000,00   
  bertambah Rp      54.347.575.386,00   
 

 Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah 
Perubahan 

 

Rp 

 

1.136.827.949.722,00 
 b. Belanja Langsung    

  1) Belanja Pegawai  Rp   105.836.254.528,00 

  semula Rp     83.314.928.520,00   

  bertambah Rp     22.521.326.008,00   

  2) Belanja Barang dan Jasa Rp 353.827.185.345,00 

  semula Rp   434.123.309.086,00   

  berkurang Rp     80.296.123.741,00   

  3) Belanja Modal  Rp 150.646.547.088,00 

  semula Rp   209.842.807.724,00   

  berkurang Rp     59.1960.260.636,00   

  Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp 610.309.986.961,00 
 

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 1.747.137.936.683,00 

 Defisit Rp 55.565.657.912,00 

 semula Rp    50.000.000.000,00   

 bertambah Rp      5.565.657.912,00   

3. Pembiayaan   

 a. Penerimaan Rp     90.565.657.912,00 

  semula Rp   85.000.000.000,00   

  bertambah Rp     5.565.657.912,00   

 b. Pengeluaran Rp     35.000.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp     55.565.657.912,00 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 
(SILPA) 

 

Rp 

 

0,00 



PERATURAN Perbup Pene 17-Oct-13LP W-EsgIe 7 

 

Pasal  II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 
 

 
Ditetapkan di  Batang 
pada tanggal  

BUPATI BATANG, 
    
    ttd 
 
 

WIHAJI 
 

 

 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, 
                              

    ttd 

 

 

                         LANI DWI REJEKI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 48 

 
 
 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I

NIP. 19650803 199210 1 001

17 Juli 2020

17 Juli 2020


